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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data dari publikasi BPS - Kabupaten Bintan Dalam
Angka Tahun 2016, jumlah pulau yang ada dan telah bernama di
Kabupaten Bintan sejumlah 240 pulau (termasuk pulau terbesar yaitu
Pulau Bintan). Dari ke-240 pulau tersebut, sebanyak 39 pulau telah
berpenghuni dan sejumlah 201 pulau tidak/belum berpenghuni.

Oleh karena kondisi geografis Kabupaten Bintan yang terdiri dari
gugusan pula-pulau kecil dengan luas wilayah mencapai * 88.038,54 Km?,
menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam
menuntaskan permasalahan sanitasi terutama di pulau-pulau yang relatif
jauh jaraknya seperti di Kecamatan Tambelan.

Dalam upaya menjamin terselenggaranya pelayanan sanitasi yang
berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan melaksanaan
kegiatan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Tahun
Anggaran 2018 dimana kebutuhan data primer dalam pemutakhiran
dokumen tersebut adalah hasil Studi Environmental Health Risk Assessment
(EHRA).

Studi EHRA adalah sebuah survey partisipatif di tingkat kabupaten
untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta perilaku
masyarakat pada skala rumah tangga. Oleh karenanya Pemerintah
Kabupaten Bintan dinilai perlu melakukan Studi EHRA karena :

1. Pembangunan sanitasi membutuhkan pemahaman kondisi wilayah
yang akurat;

2. Data terkait dengan sanitasi sangat terbatas di mana data yang ada
hanya indikasi pada sekala kabupaten dan tidak terpusat melainkan
berada di berbagai kantor yang berbeda;
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EHRA adalah studi yang menghasilkan data yang representatif di
tingkat kabupaten dan kecamatan serta dapat dijadikan panduan
dasar di tingkat kelurahan;

EHRA menggabungkan informasi yang selama ini menjadi indikator
sektor- sektor pemerintahan secara eksklusif;

EHRA secara tidak langsung memberi “amunisi” bagi stakeholders
dan masyarakat di tingkat kelurahan untuk melakukan kegiatan
advokasi ke tingkat yang lebih tinggi maupun advokasi secara
horizontal ke sesama anggota masyarakat atau stakeholders di kelurahan.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat pelaksanaan Studi EHRA adalah :

1.

1.3

Mandapatkan gambaran kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku yang
beresiko terhadap kesehatan lingkungan.

Memberikan advokasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat
akan pentingnya layanan sanitasi.

Menyediakan data primer untuk penyusunan dokumen pemutakhiran
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK).

Ruang Lingkup Studi EHRA

Ruang lingkup Studi EHRA terfokus pada fasilitas sanitasi dan

perilaku masyarakat.

1.

Fasilitas sanitasi yang mencakup :

Sumber air minum;

a
b. Layanan pembuangan sampah;
c. Jamban; dan

d

Saluran pembuangan air limbah rumah tangga.

Perilaku yang terkait dengan higinitas dan sanitasi dengan mengacu
kepada STBM:

Buang air besar

Cuci tangan pakai sabun;

Pengelolaan air minum rumah tangga;
Pengelolaan sampah dengan 3R; dan

CENC G

Pengelolaan air limbah rumah tangga (drainase lingkungan)
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1.4 Pelaksanaan Studi EHRA
1.4.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Rangkaian kegiatan Studi EHRA dilaksanakan dalam tahapan
pelaksanaan survey, penginputan data dan pengolahan data hasil survey.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Mei s/d Juli Tahun 2018.

1.4.2 Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Survey EHRA dilakukan di 51 desa/kelurahan dari 10 kecamatan
yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bintan.

1.4.3 Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan ini adalah Tim Studi EHRA yang dikoordinir oleh
Kelompok Kerja Sanitasi melalui Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Kabupaten Bintan. Mengacu Surat Keputusan Bupati Bintan
Nomor : 125/1/2018 Tanggal 16 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim
Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA), Program Percepatan
Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018,
susunan Tim Studi EHRA sebagaimana dimaksud dilaporkan sebagai
berikut :

I PENANGGUNG JAWAB :  KELOMPOK KERJA SANITASI
KABUPATEN BINTAN
II. KOORDINATORSURVEI : BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN

III. TIM PELAKSANA KOORDINATOR KECAMATAN

Kepala UPTD Puskesmas Kijang
Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop
Kepala UPTD Puskesmas Tg. Uban
Kepala UPTD Puskesmas Toapaya
Kepala UPTD Puskesmas Kawal
Kepala UPTD Puskesmas Teluk Bintan
Kepala UPTD Puskesmas Teluk Sasah
Kepala UPTD Puskesmas Teluk Sebong
Kepala UPTD Puskesmas Sri Bintan
Kepala UPTD Puskesmas Kelong
Kepala UPTD Puskesmas Numbing
Kepala UPTD Puskesmas Mantang
Kepala UPTD Puskesmas Berakit
Kepala UPTD Puskesmas Kuala Sempang
Kepala UPTD Puskesmas Tambelan
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1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan ini adalah :

1.

Undang-Undang 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4237);

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006, tentang Perubahan Nama
Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4905);
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erita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 62).

Environmental Health Risk Assessment | EHRA n



Environmental Health Risk Assessment | EHRA



